
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI TEMANGGUNG 

PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR 51 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERATURAN INTERNAL 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEMANGGUNG, 

a. bahwa guna peningkatan kinerja dan peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Temanggung, maka Peraturan Bupati 
Temanggung Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan 
Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Ru.mah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Temanggung perlu diganti karena sudah 
tidak sesuai; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umtun Daerah 
Kabupaten Temanggung; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kab'4paten dalan1 lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 
Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421}; 



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indobesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063); 

9, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5072); 

10, Peratw-an Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Da.erah (Lembaran Negara Republik 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peratw-an Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indone::iia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Nege1i Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5135); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 
2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung 
(Lemba:ran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 
Nomor 6); 



17. Pera tu ran Daerah Ka bu paten Temanggung Nomor 1 7 Tahun 
2008, tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 17); 

18. Peraturan Menteri Pen.dayagunaan Aparatur Negara Nomor 
28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik; 

19. Permenpan/02/M.Pan /I/2007.tentang Pedoman Organisasi 
Satuan Kerja dilingkungan Instansi Pemerintah; 

20. Permen Keuangan No 109/PMK.05/2007 Tentang Dewan 
Pengawas BLU. 

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
102/M.Pan/I/Tahun 2007 tentang Akuntabilitas pelayanan 
publik ; 

22. Peraturan Menter i Dalarn Negeri Repu blik lndonesia Nomor 6 
Tahu n 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan 
Penetapan Sta.ndar Pelayanan Minimal; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dal~m Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Telmis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 
Tal1un 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 

26. Peratu.ran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
920/Menkes/Per/XII/1986 ten tang Upaya Pelayanan 
Kesehatan Swasta cli Bidang Medis; 

27 . Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
159b/Menkes/SK/ Per/11/1988 tentang Rumah Sakit; 

28. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
228/Menkes/SK/ /III/2002 tentang Pedoman Penyusun an 
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib 
dilaksanakan daerah; 

29. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 
129/Menkes/SK/ll/2008 tentang Standar Pelayan an 
Minimal Rum.ah Sakit; 

30. Keputusan Menteri Kesehat an Republik Indonesia Nomor 
772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan 
Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws); 

31. Keputl.\san Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
631/Menkes/SK/IV /2005 tentang Pedoman Peraturan 
Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) di Rumah Sakit; 

32. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 1'ahun 2008 
tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2008 Nomor 73); 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL 
RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Temanggung. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Temanggung sebagai unsur 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4 . Bupati adalah Bupati Temanggung. 

5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya 
disingkat RSUD adalah Lembaga Tekilis Daerah yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari 
pelayanan dasar sampai sub spesialis sesuai dengan kemampuan. 

6 . Direktur adalah Direktur RSUD. 
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

Satt.1an Ke1ja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan 
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktivitas. 

8, Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPK-BLUD adalal1 pola pengelolaan keuangan yang memberikan 
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis 
yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 
rangka memajukan kesejahteraan urnum dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah 
pada um1-,mnya. 

9. Peja.bat pengelola rumah sakit terdiri dari pemimpin BLUD, Pejabat 
keuangan dan pejabat teknis. 

10. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsionaJ umum yang untuk 
pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak diisyaratkan 
dengan angka kredit 

11. Peraturan Internal Korporasi {Corporate Bylaws) RSUD Kabupaten 
Temanggung adalah peraturan Internal Rumah Sakit yang mengatur 
hubungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung sebagai 
pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Staf Med.is rumah 
sakit beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan 
haknya masing-masing. 

12. Pcraturan In ternal Rumah Sakit Sta( Medis (Medical Staff By Laws) adalah 
peraturan yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, 
kewenangan dan hak dari Staf Med.is di nimah sakit. 



13. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan 
terhadap operasional rumah sakit yang dibentuk dengan keputusan Bupati 
a tas usulan Direktur dengan keanggota.an yang memenuhi persyaratan dan 
peraturan yang berlaku. 

14. Jabatan stn.1ktural adalah jabatan yang secara nyata dan cegas cliatur dalam 
lini organisasi yang terdiri dari Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, 
KepaJa Sub Bagian dan Kepala Seksi. 

15. Jabatan fungsional adalah kedu dukan yang menunjukl<an tugas, tanggung 
jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan 
atau keterampilan tenentu serta bersifat mandiri. 

16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan 
yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, 
kuratif dan rehabilitatif. 

17. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis , Dokter Sub 
Spesialis d an Dokter Gigi Spesialis yang bekerja puma waktu maupun 
pa ruh waktu di uni L pelayanan rum ah sakil. 

18. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu 
rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar 
bersalin, radiologi , laboratoriu m , re ha bilitasi Medis, Hemodialisa dan lain­
lain. 

19. Unit kerja adalah tempat staf Medis dan profesi kesehatan lain yang 
menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain-lain. 

20. Komite Medis adalah wadah profesional Meclis yang keanggotaannya berasal 
dari Ketua Ke lom pok Staf Medis Fungsional dan atau yang mewakili. 

21. Su b Komite adalah kelompok kerja di bawah Komite Medis yang clibentuk 
untuk mengatasi masalah khusus, ya ng anggotanya terdiri dari staf Medis 
dan cenaga profesi lainnya secara ex officio. Sub Komite Kredensial, Sub 
Komite Etika dan Sub Komite Peningkatan mutu. 

22 . Dokter mitra adalah dokter yang direkrut oleh rumah sakit karena 
keahliannya, berkedudukan sejajar dengan rumah sakit, bertanggung jawab 
secara mandiri dan bertanggung gugat secara proporsionaJ sesuai 
kesepakatan atau ketentuan yang berlaku di rumah sakit. 

23. Dokter kontrak dan/atau Dokter Honorer adal.ah dokter umum dan/ar.au 
clokter s pesialis, dokter gigi dan/ atau dokter gigi spesia lis yang diangkat 
denga.n status tenaga harian dengan sistem kontrak dan/ata u tenaga 
hono rer di Rumah Sak.it Umum Daerah Kabupacen Temanggung, yang 
d iletapkan dengan Keputusan Direktur dengan n1asa ke1ja untuk jangka 
waktu tertentu . 

24. Dokter tamu adalah dokter yang karena keahlian atau reputasinya diundang 
oleh Rumah Sakit untuk melakukan tindakan yang tidak atau belum dapat 
dilakukan oleh staf Medis yang ada di rumah sakit atau untuk 
melaksanakan alih ilmu pengetahuan dan teknologi. 

25. PeralLu-an Jnlemal Staf Keperawatan (Nursing Staf By Laws) actalah 
perat uran penyelenggaraan profesi s taf keperawatan dengan mengatur tata 
ke lola klinis untuk me njaga profesionalisme tenaga ke_perawatan dan 
mekanisme tata kerja komite keperawatan. 

26. Komitc Keperawatar1 adalah wadah non st ruktural yang mempunyai fungsi 
u tarna m empertahankan dan meningkatkan profesionalisme renaga 
keperawa ta n melalu i mekanisme kredensial, penjngo.an mutu profesi dan 
pemeliha1·aan etika dan disiplin profesi. 



27. Staf Keperawatan adalah seluruh perawat yang ada, termasuk perawat 
an estesi, perawat gigi, dan bidan yang menjalankan pelayana n sesuai profesi 
masing-masing. 

28. Kelompok Staf Keperawatan Fungsional (SKF) adalah kelompok perawat dan 
bidan yang melakukan pelayanan, disetujui dan diterima sesuai dengan 
aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing. 

29. Area praktek Staf Keperawatan Fungsional (SKF) dikelompokkan 
berdasarkan 4 (empat) kelompok besar pasien , yaitu Kelompok SKF Medikal 
Bedah, Kelompok SKF Anak, Kelompok SKF Maternitas, dan Kelompok SKF 
Ga.wat DarL1Tat clan Kritis. 

30. Kewenangan Klinis Keperawatan adalah uraian intervensi keperawatan dan 
kebidanan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan sesuai dengan area 
prakteknya. 

31. Kewenangan Klinis Sementara adalah uraian in tervensi keperawatan yang 
diberi.kan bersifat sementara dan dibatasi oleh wak"tl.1 untuk melakukan 
sekelompok pelayanan keperawatan. 

32. Kewenangan Klinis dalam keadaan Darurat adalah uraian intervensi 
keperawatan yang diberikan pada kondisi yang bersifat mendesal{ u ntuk 
melakukan sekelompok pelayanan keperawatan. 

33. Kewenangan Klinis Bersyarat adalah uraian intenrensi keperawatan untuk 
melakukan sekelompok pelayan~ keperawatan tertentu dengan mempunyai 
persyaratan khusus yang di!al{sanakan berdasarkan penugasan klinis 
keperawatan. 

34. Penugasan Klinis Keperawatan adalah penugasan yang diberikan oleh 
Direktur terhadap staf keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan 
atau asu han kebidanan berdasarkan daftar kewenangan klinis, 

35. Audit Keperawatan adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu 
pelayana n keperawatan yang diber ikan kepada pasien dengan menggunakan 
rekarn medisnya yang dilaksanakan oleh profesi perawa t dan bidan. 

36. Satuan Pengawas Intern adalah perangkat rumah sakit yang bertugas 
melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu 
Direktur untuk tneningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh 
lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan 
bisnis yang sehat. 

37. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas 
melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan 
tugas-tugas pelayanan. 

38. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi rumah sakit, dalam 
hal ini dipegang oleh pimpinan rumah sakit atau disebut Direktur. 

39. Rencana Bisnis Anggaran Rumab Sakit yang Selanjutnya disingkat RBA 
adalah Dokumen Perencanaan Bisnis dan penganggaran tahunan yang 
berisi Prog;ram, kegiatan, target kinerja dan Anggaran Rumah Salcit. 

40. Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit yang selanjutnya d isingkat renstra 
bisnis adalah Dokumen Lima Tahunan yang memuat Visi, Misi, program 
strategis, pengukuran pencapaian kin.erja dan arah kebijakan operasional 
rumal1 sakit. 

41. Standar Peiayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusru1 
wajib daerah yang berhak d iperoleh setiap warga secara minimal atau 
ketentuan tentang spesifi.kasi teknis tolok ukur layanan minimal yang 
diberikan oleh RSUD kepada masyarakat. 



BABU 
RUANG LINGKUP, MAKSUD TUJUAN DAN PRJNSIP PERATURAN INTERNAL 

Bagian Kesatu 
Ruang L:ingkup 

Pasal 2 

Ruang linglrup Peraturan Bupati ini adalah: 
a. mengatur Hubungan Pemerintah Daerah sebagai pemilik Rumah Sakit 

Umum dengan RSUD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ; dan 
b . mengatur pengorganisasian, perencanaan, penganggaran, sistem 

pengelolaan keuangan, pelaporan dan sistem pengawasan dalam 
penyelenggaraan Rumah Sakit. 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

PasaJ 3 

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini a dalah : 
a. menciptakan suatu tatanan penyelenggaraan rumah sakit yang efektif, 

efisien dan berkualitas dengan memperhatikan prinsip transparansi, 
ak.untabilitas responsibilitas dan independensi; 

b. memberikan kepastian hukuf9. bagi penyelenggaraan seluruh aktivitas 
niroab sakit; 

c. memberikan panduan mengenai hak dan kewajibai1 bagi kalangan 
profesional pengelola serta pengguna layanan rumah sakit; dan 

d. memberikan p anduan bagi pegembangan pelayanan rumah sakit dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Bagian Ketiga 
Prinsip Peratu.ran Internal 

Pasal 4 

(1) Peraturan internal rumah sakit, yang didalamnya memuat: 
a. pejabat pengelola yang menggambarkan posisi jabatan, pembagian 

tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi 
sesuai dengan peraturan yang berlalru; 

b. prosedur kerja yang menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja 
antar posisi jabatan dan fungsi-fungsi logis dalam organisasi; 

c. pengelompokan fungsi-fungsi logis dimana menggambarkan pembagian 
yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung 
yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas 
pencapaian organisasi; dan 

d. pengelolaan sumber daya manusia yang merupakan pengaturan dan 
kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi 
pada pemenuhan secara lruantitatif/ kualitatif untuk mendukung 
pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif. 

(2) Peraturan lnternal Rum.ah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
nienganut prinsip-prinsip sebagai berikut : 
a. trarisparansi yang merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas 

dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat 
diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan 
kepercayaan; 

b. akuntabilitas yang merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang 
dipercayakan pada Rum.ah Sakit agar pengelolaannya dapat 
dipena nggungjawabkan kepada semua pibak; 



c. responsibilitas yang merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam 
pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang­
undangan; dan 

d . independensi yang merupakan bentuk kemandirian pengelolaan 
organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh 
atau tekanan dari pihak manapun yaang tidak sesuai dengan 
peraturanpenmdang undangan dan prinsip bisnis sehat. 

BAB III 
PERATURAN INTERNAL KORPORASI 

Bagian Kesatu 
ldentitas 
Pasal 5 

(l) Nama rumah sakit adalah RSUD Kabupaten Temanggung. 
(2) Jenis rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum. 
(3) Kelas rumah sakit adalah RSUD Kelas B Pendidikan. 
(4) Alamat rumah sakit adalah di jalan Gajah Mada No. lA Kabupaten 

Temanggung 

Bagian Kedua 
Umum 

Paragraf 1 
Visi 

Pasal6 

(1) Visi RSUD periode tahun 2014-20 18, yaitu: "MEMBERIKAN PELAYANAN 
PRIMA SEBAGAI PUSAT RUJUKAN KESEHATAN" 

(2) Visi sebagaimana climaksud pada ayat (1) mengandung filosofi dasar yaitu: 
a . RSUD menyediakan pelayanan kesehatan bail< kuratif maupun preventif 

dengan konclisi pelayanan yang terus mengikuti perkembangan ilrnu 
pengetahuan teknologi kedokteran dan memberikan pela.yanan 
kesehatan prima yaitu pelayanan kesehatan yang sesuai standar 
pelayanan yang berlaku di RSUD Kabupaten Temanggung dan 
berorientasi pada kepuasan pengguna rumah sakit; 

b. RSUD menjadi pusat rujukan kesehatan di wilayah Kabupaten 
Temanggung pada khususnya dan wilaya.h Karesidenan Kedu pada 
umumnya, dengan terus menerus melengkapi sarana dan prasarana 
pendukung pelayanan yang modem dan canggih sesuai dengan standar 
yang ber-Iaku. 

MIST RSUD adalah : 

Paragraf2 
Misi 

Pasal 7 

a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan; 
b. meningkatl<an mutu dan kerjasama pendidikan kesehatan ; 
c. meningkatkan pengelolaan keua.ngan yang efektl f dan efis ien ; dan 
d. rneningkatkan kinerja dan d isiplin pegawai. 



Paragraf 3 
Motto 

Pasal 8 

Motto RSUD: KESEMBUHAN DAN KEPUASAN PASIEN MERUPAKAN 
KEBAHAG[AAN KAMI. 

Tujuan RSUD : 

Paragraf 4 
Tujuan 
Pasal 9 

a. menjamin ketersediaan dan mutu sumber daya kesehatan sesuai standar 
pelayanan kesehatan ; 

b. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi ; clan 
c. meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian 

pembangunan daerah. 

Paragraf 5 
Nilai-Nilai Dasar /Pola Perilaku Pegawai 

Pasal 10 

Nilai-nilai dasar/pola perilaku yang diharapkan dari pegawai BLUD RSUD 
Kabupaten Temanggung : 
a. Pegawai RSUD menyadari bahwa bekerja adalab ibadah; 
b. Kebersamaan : 

1. menyadari bahwa dalam semua pekerjaan, kerjasama tim merupakan 
faktor terpenting; 

2. melalui kerja sama tim dalam pelayanan akan dapat dicapai kepuasan 
pelanggan; dan 

3. mengutarnakan kepentingan rumah sakit daripada kepentingan 
golongan, kelompok/ pribadi. 

·c. Profesionalisme: 
L bekerja sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku; 
2. bersedia melakukan pekerjaan yang penuh tantangan; 
3. memiliki keyakinan atas kemampuan sendiri (kemandirian): 

(a) selalu berusaha memberikan kemampuan (ilmu , ketrampilan dan 
sikap/attitude) terbaiknya untuk rumah sakit; dan 

(b) selalu meningkatkan kemampuan secara aktif dengan mengikuti dan 
mempelajari perkembangan ilmu dan teknologi. 

4. Memegang teguh rahasiajabatan. 
d. Kejujuran: 

1. senantiasa menjunjung tinggi kejujuran; 
2. berani menyatakan kebenaran dan kesajahan berdasarkan data dan 

fakta dengan cara bertanggung jawab dan proporsional; dan 
3. transparan dan akuntabel dalam menjalankan sistem kerja. 

e. Keterbukaan: 
1. terbuka dalam mengem.ukakan dan menerima pendapat secara 

bertanggung jawab; 
2. mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan yang terjadi; dan 
3. sating menghargai dan menghormati pendapat orang lain. 

f. Disiplin : 
1. selalu menegakkan disiplin terhadap diri sendiri dan lingkungan kerja; 
2. memiliki kesungguhan kerja daJam melaksanakan tugas; dan 
3. wajib mematuhi peraturan yang berlaku. 



Sasaran RSUD: 

Paragraf6 
Sasaran 
Pasal 11 

a. meningkatnya sumber daya kesehatan di semua tingkatan pelayanan 
kesehatan; 

b. meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan 
c. meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian 

pembangunan daerah. 

Bagian Ketiga 
Umum 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal 12 

RSUD berkedudukan sebagai Rumah Sa.kit milik Pemerintah Daerah Kabupaten 
Temangung yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang 
pelayanan kesehatan, ctipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekreta.ris Daerah. 

Paragraf2 
Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 13 

RSUD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan 
upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, 
dan rnenyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan 
serta pengabdian masyarakat. 

Pasal 14 

1Jntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 13, 
rumah sale.it mempunyai fungsi : 
I. perumusan kebijalcan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan; 
2. pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintah daerah di bidang 

pelayanan kesehatan; 
3. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di 

bidang Pelayanan Kesehatan; 
'1-. pelayanan Medis; 
5. pelayanan penunjang Medik dan non Medik; 
6. pelayanan Asuhan keperawatan; 
7. pelayanan rujukan; 
8. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 
9. perumusan kebijakan penunjang medis dan non medis serta layanan 

administrasi keuangan, kepegawaian, hukum serta hubungan masyarakat, 
organisasi dan tata laksana; 

10. pel-aksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; 
l 1. pengelolaan keuangan dan akutansi; 
12. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum , hubungan masyarakat, 

organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum; 
13. monitoring, evalua.si, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di 

bidang pelayanan kese-hatan RSUD; 



14. penyelenggaraan tata usaha RSUD; dan 
15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupali sesuai dengan Lugas dan 

fungsinya. 

Bagian Keempat 
Kedudukan Pemerintah Daerah 

Pasal 15 

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, 
perkembangan dan kemajuan RSUD sesuai dengan yang diharapkan oleh 
masyaraka t. 

(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai 
kewenangan: 

a. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas; 
b. meneta pkan peraturan tentang Peraturan Internal dan SPM Rumah 

Sakit beserta perubahannya; 
c. memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu 

hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan; 
d. menyetujui, menge.sahka.n dan mengumurnkan visi dan misi Ruma h 

Sakit serta melakukan review berkala minimal 1 (sa tu) tahun sekali atas 
visi dan mis.i terscbut. Kewenangan mengumumkan visi dan misi ke 

' publik didelegasikan kepada Pejabat Pengelola Ru.mah Sakit; 
e. menyetujui dan mengesahkan Rencana B.isnis dan Anggaran (RBA); 
f. menyetujui dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 
g. mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan 

misi Rumah Sakit; 

h. menyetujui rencana Rumah Sakit untuk mutu dan keselamatan pasien 
serta m enerima laporan dan ti.ndak lanjut tentang program 111ul1..1 dan 
keselrunatan pasien tersebut; dan 

1. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang 
berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. 

(3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran Rumah 
Sakit yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan sctelah diaudit 
secanl. independen. 

(4) Pemenntah Daerah bertan&,<TUng jawab acas terjadinya kerugian pihak lain, 
termasuk pasien, akibat kelalaian dan / acau kesalahan da.lam pengelolaan 
Rumah Sakit . 

Bagian Kelima 
Dewan Pengawas 

Paragraf 1 
Pembentukan Dewan Pengawas 

Pasal 16 

(1) Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati atas usuJan Direktur. 
(2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 

(lima) orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan 
sebagai Ketua Dewan Pengawas. 



Paragraf2 
Togas dan Kewajiban Dewan Pengawas 

Pasal 17 

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas: 
a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit 

yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan ; dan 

b. menyetujui dan rnengawasi pelaksanaan program peningkatan mutu 
keselamatan pasien. 

(2) Dewan Pengawas berkewajiban : 
a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rencana 

bisnis dan anggaran yang diusulkan oleh Direktur; 
b. mengikuti perkembangan kegiatan rumah sak:it dan memberikan 

pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang 
dianggap penting bagi pengelolaan rumah sakit; 

c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja rumah sakit; 
d. memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan 

rumah sakit; 
e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non 

keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk 
ditindaklanjuti o1eh Direktur Rumah Sakit; dan 

f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja. 
(3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara 

berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu 
apabila diperlukan. 

Paragraf 3 
Keanggotaan Dewan Pengawas 

Pasal 18 

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat tercliri dari unsur-unsur : 
a. pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan 

BLUD; 
b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan 
c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD. 

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan 
pengangkatan Direkt:Lu·. 

(3) Kriteria untuk dapal diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu : 
a memillki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan 

dengan kegiatan Rumah Sakit, serta dapat menyediakan waktu yang 
cukllp untuk melaksanakan tugasnya; 

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan 
bersalah sebagai anggota Direksi atau Komisa.ris, atau Dewan Pengawas 
yang menyebabkan suatu badan usaha pailit atau tidak pernah 
m.elakukan tindak pidana yang m,erugikan daerah; dan 

c. m.empunyai kompetensi dalam lbidang menajemen keuangan, sumber 
daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kllalitas 
pelayanan publik. 



Paragraf4 
Masa Jabatan Dewan Pengawas 

Pasal 19 

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, 
dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. 

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh 
Bupati; 

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) apabila : 
a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; 
b. tidak melaksanaan ketentuan perundang-undangan; 
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD; atau 
d. dipidana penjara karena dipersalahkan melalrukan tindak pidana dan/ 

atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan 
pengawasan atas rumah sakit ; dan 

e. Berhalangan tetap. 

Paragraf 5 
Sekretaris Dewan Pengawas 

,Pasal 20 

(l) Kepala Daerah dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk 
mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas. 

(2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas. 

Paragraf6 
Biaya Dewan Pengawas 

Pasal 21 

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas 
dibebankan kepada BLUD dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran 
BLUD. 

Bagian Keenam 
Struktur Organisasi Dan Pejabat Pengelola 

Paragraf 1 
Komposisi Pejabat Pengelola 

Pasal 22 

(l) Struktur Organisasi RSUD ditetapkan berdasar Peraturan Perundangan ; 
(2) Pejabat Pengelola BLUD RSUD terdiri dari pemimpin BLUD, Pejabat 

Keuangan dan Pejabat Teknis, yang disesuaikan dengan nomenklatur yang 
berlaku padaRSUD, yaitu: 
a. pemimpin BLUD adalah Dlrektur; 
b. pejabat Keuangan adalah Pejabat yang menangani dan bertanggung 

jawab atas keuangan; dan 
c. pejabat Teknis adalah Pejabat yang menangani dan bertanggung jawab 

ata.s tehnis pelayanan di RSUD. 
(3) Disamping pejabat pengelola tersebut terdapat kelompok jabatan fungsional 

berdasarkan profesi di BLUD RSUD. 



Pasal 23 

Oirektur bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terhadap 
operasional dan keuangan RSUD secara umum dan keseluruhan. 

Pasal 24 

Semua Pejabat Pengelola di bawah Direktur bertanggung jawab kepada Direktur 
sesuai bidang tanggungjawabnya masing-masing. 

Pasal 25 

(1) Komposisi Pejabat Pengelola RSUD disesuaikan dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Temanggung yang mengatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
RSUD dan dapat dilakukan perubahan, baik jum.lal1 maupun jenisnya, 
setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi n.111tutan perubahan ; 
dan 

(2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana climaksud pada ayat (1) 
berpedoman kepada peraturan perundang undangan 

Paragraf2 
Pengangkatan Pejabat Pengelola 

,Pasal 26 

(1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola RSUD 
ditetapkan berdasarkan kompetensi dru1 kebutuhan praktik bisnis yang 
sehat. 

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian 
berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam 
tuga.s jabatan. 

(3-) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi 
sesuai kemampuan keuangan RSUD. 

(4) Pejabat Pengelola RSUD diangkat dan diberhentikan denga n Keputusan 
Bupati. 

Pasal 27 

Direktur adalah seorang dokter dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 
kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang 
perumahsakitan dan merupakan pengguna anggaran dan barang daeral1. 

BABIV 
TUGAS KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA 

Bagian Kesatu 
DIREKTUR 

Pasal 28 

Tqgas dan Kewajiban Direktur adalah: 
a, memimpin mengarahkan membina mengawasi mengendalikan, 

mep.gendalikan dan mengun.1s rumah sakit sesuai dengan tujuan n1mal1 
~it yang telah ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya 
guna dan hasil guna; 

b, memelihara, menjaga dan mengelola kekayaan Rumah Sa.kit ; 
c. mewakili rumah sakit di dalam dan di luar pengadilan; 



d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola Rumah 
Sakit sebagaimana yang telah digariskan; 

e. memperhatikan pengelolaan rumah sakit dengan berwawasan lingkungan; 
f. menyiapkan Rencana Strategi Bisnis (RSB) serta Rencana Bisnis dan 

Anggaran (RBA) rumah sakit; 
g. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi rumab sakit 

sesuai ketentuan yang berlaku; 
h. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala; 
1. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta 

keuangan rumah sakit; 

j. merekomendasikan kebijakan-kebijakan pada Dewan Pengawas; 
k. menjamin kepatuhan terhadap kebUakan yang telah disetujui; 
I. rnenjamin kepatuhan terbadap Undang-Undang dan Peraturan yang 

berlaku; 
m. menanggapi / merespon setiap Iaporan dari lembaga pengawas dan reguler; 

dan 
n. melaksanakan tugas-tugas lain yang d.iberikan Bupati. 

Pasal 29 

Kewenangan Direktur adalah: 
a. memberikan perlindungan kepada dokter dengan mengikutsertalmn dokter 

pada asuransi tanggung-gugat profesional; 
b. menetapkan kebijakan operasional rumah sakit; 
c. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap 

rumah sakit; 
cl. mengangkat dan memberhentikan pegawai rumah sakit Non PNS sesuai 

peraturan perundang-undangan; 
e. menetapkan ha!-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai 

nunah sakit sesuai ketentuan peraturan pentndang-undangan; 
f. memberikan penghargaan kepada pegawai, karyawan dan profesional yang 

berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak melebini 
ketentuan yang berlaku; 

g. memberikan sanksi kepada selunlh pegawai RSUD sesuai dengan peraturan 
yang berlaJru; 

h. mengusulkan pengangkatan dan pemlberhentian pejabat pengelola dibawah 
direktur kepada Bupati; 

i. mendatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga independen 
menakala diperlukan; 

j. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian 
tugas masing-masing; 

k. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang 
bersifat teknis operasional pelayanan; 

l. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya; dan 
m. memin:ta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat 

pengeJola dibawah direktur. 



Pasal 30 

Tanggungjawab Direktur menyangkut hal-hal sebagai berikut 
a. kebenaran kebijakan rumah sak:it; 
b. kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan rumah sakit; 
c. kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta 

laporan kegiatannya; dan 
d. meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. 

Bagian Kedua 
Kepala Bagian U mum 

Pasal 31 

Togas dan kewajiban Kepala Bagian Umum selaku Pejabat Keuangan adalah : 
a. menyelenggrakan program kerja Bagian Umum yang terdiri dari Subbagian 

Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan, Keuangan, Ru.mah Tangga dan Tata 
Usaha; 

b. menyelenggarakan Penimusan kebijakan teknis Bagian Umum yang terdiri 
dari Subbagian Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan, Keuangan, Rumah 
Tangga dan Tata Usaha; 

c. mengkoordinasikan, pembinaan, dan :sinkronisasi kegiatan pada Bagian ., 
Umum yang terdiri dari Subbagian Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan, 
Keuangan, Rumah Tangga dan Tata Usaha; 

d. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan di Bagian Umum yang 
terdiri dari Subbagian Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan, Keuangan, 
Rumah Tangga dan Tata Usaha; 

e. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di Bagian 
Umum yang terdiri dari Subbagian Perencanaan, Pendidikan dan pelatihan, 
keuangan, Ru.mah tangga dan tata usaha; 

r. menyelenggarakan evaluasi dan p elaporan Bagian Umurn yang terdiri dari 
Subbagi.an Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan, Keuangan, Rumab 
Tangga dan Tata Usaha; 

g. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB); 

h. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA); 

i. menyiapkan Daftar Pelaksanaan Anggaran rumah saki.t (DPA); 
j. mel~kan pengelolaan pendapatan dan biaya; 
k. menyelenggarakan pengelolaan kas; 
J. melakukan pengelolaan utang-piutang; 
m. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi; 
n. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; 
o. menyelenggarakan akutansi dan penyusunan laporan keuangan; 
p. mengkoOJ-dinasikan pengelolaan sistem remunerasi, pola tarif dan pelayanan 

administrasi keuangan; 

q. mengkoordinasikan pelaksanaan serta pemantauan pelaksanaan dengan 
bekerjasama dengan Satuan Pengawas Intern; dan 

r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur. 



Bagian Ketiga 
Kepala Bidang Pelayanan Medik 

Pasal 32 

1\.1gas dan kewajiban Kepala Bidang Pelayanan Medik Selaku pejabat Teknis 
adalah: 
a. menyelenggarakan program kerja Bidang Pelayanan Medik pelayanan; 
b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Bidang Pelayanan Medik; 
c. mengkoordinasikan, membina dan sinkronisasi kegiatan Pelayan Medik; 
d. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan 

Medik; 
e. menyelenggarakan koordinasi dengan Bidang terkait di bidang pelayanan 

Medik; 
f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Pelayanan Medik; 
g. menyusun rencana pelayanan Medik dengan mempertimbangkan 

rekomendasi dari kornite Medis subkomite Medis dan komite terkait yang 
ada di rumah sakit; 

h. melaksanakan kegiatan pelayanan Medik sesuai dengan Renstra Bisnis dan 
RBA rumah sakit; 

1. memonitor pelaksanaan kegiatan pelayanan Medik, serta pemantauan 
pelaksanaan dengan bekerjasama dengan Satuan Pengawas Internal; 

j. mempertanggungjawabkan kinerja opefasional di bidang pelayanan Medik ; 
dan 

k. melaks::inakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur. 

Bagian Keempat 
Kepala Bidang Keperawatan 

Pasal 33 

Togas dan kewajiban Kepala Bidang Keperawatan Selaku pejabat Tekrlis 
meliputi: 
a. tneyelenggarakan program kerja Bidang Perawatan; 
b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Bidang Perawatan; 
<;. Mengkoordinasikan, membina dan sinkronisasi kegiatan Pelayan asuhan 

keperawatan; 
d. me:nyelenggarakan pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan 

asuhan keperawatan; 
e. menyelenggarakan koordinasi dengan Bidang terkait di bidang pelayanan 

asuhan keperawatan; 
f. menyelenggarakah evaluasi dan pelaporan Pelayanan asuhan keperawaran; 
g. menyusun rencana pelayanan asuhan keperawatan dengan 

rhetnpertimbangkan rekomendasi dari komite Perawatan dan komite terkait 
yang ada di rum.ah sakit; 

h. melaksanakan kegiatan pelayanan Keperawatan sesuai dengan Rencana 
Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran rumah sakit; 

i. memonitor pelaksanaan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan di ruang 
rawat lnap,rawat jalan, insntalasi gawat darurat, rawat intensif, instalasi 
bedah sentrat, instalasi Haemodialisa/HD) dan instalasi pemulasaraan 
jenazah; 

j. me:laksanakan pemantauan pelaksanaan pelayanan asuhan perawatan 
dengan bekerjasarna dengan Satuan Pengawas Intern; 

k. me1aksanakan pengembangan pola asuhan keperawatan dan fungsi 
pendidikan pelatihan profesi perawatan; 

l. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang perawatan; dan 
m. melaklsanaka:n tugas-tugas lain yang diberikan Direktur. 



Bagian Kelima 
Kepala Bidang Penu njang Medik dan non Medik 

Pasal 34 

1'ugas dan kewajiban Kepala Bidang Penunjang Medik dan non Medik Selaku 
pejabat Teknis meliputi : 
a. meyelenggarakan program kerja Bidang Penunjang Medik dan non Medik; 
b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Bidang Penunjang Meclik 

dan non Medik; 
c. mengkoordinasikan, membina dan sinkronisasi kegiatan Bidang Penunjang 

Medik dan non Medik; 
d. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan di Bidang Penunjang 

Medik dan non Medik; 
e. menyelenggarakan koordinasi dengan Bidang terkait di Bidang Penunjang 

Medik dan non Meclik; 
f. menyelenggarakan evalu asi dan pelapo:ran Pelayanan Bidang Penunjang 

Medik dan non Medik; 
g. menyusun rencana pelayanan penunjang dengan mempertimbangkan 

rekomendasi da:ri komite Medis subkomite Medis dan komite terkait yang 
ada di rumah sakit; 

h. melaksanakan kegiacan pelayanan penunjang sesuai dengan Rencana 
Strategis Bisnis dan Rencana bisnis anggaran; 

i. memonitor pelaksanaan kegiatan pelayanan Penunjang di lnstalasi 
Farmasi,instalasi gizi,Rehabilitsi Medis [nstalasi Radiologi,instalasi 
laborat,Unit tranfusi darah ,IPSRS dan unit pengelolaan Limbah dan 
melaksanakan pemantauan pelaksanaan Pelayanan penunjang dengan 
bekerjasama dengan Satuan Pengawas Internal; 

j. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di Bidang pelayanan 
Penunjang Medik dan non Medik ; dan 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur. 

BABV 
PENGELOMPOKAN FUNGSJ PELAYANAN DAN FUNGSI PENDUKUNG 

Baglan Kesatu 
Instalasi Layanan RSUD 

Pasal 35 

(1) lnstalasi me:rupakan unit pelayanan non struktural guna mentmjang 
penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelat ihan serta 
penelitian dan pengen:i.bangan kesehatan. 

(2) Pembentukan instalasi ditetapkan dengan keputusan Direktur. 
(3) lnstalasi clipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan 

oleh Direktur. 
(4) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan wajib berkoordinasi 

dengan bidang atau seksi terkait. 
(5) Kepala lnstalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga 

fungsional dan atau tenaga non fungsional baik pegawai negeri sipil maupun 
non pegawai negri sipil. 

(6) Pembentukan dan perubahan Instalasi didasarkan atas analisis organisasi 
dengan mengingat sumber daya yang tersedia di RSUD, meliputi 
sumberdaya manusia, sarana prasarana dan memperhatikan kebutuhan 
masyarakat. 



(7) Instalasi yang ada di RSUD, yaitu: 
a Instalasi Rawat Inap; 
b. Instalasi Rawat Jalan; 
c. Instalasi Gawat Darurat; 
d . Instalasi Bedah Sentral; 
e. Instalasi Intensive; 
f . Instalasi Radiologi; 
g. Instalasi Farmasi; 
h . Instalasi Laboratorium; 
i. Instalasi Gizi; 
j . Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sak.it; 
k. Instalasi Rebabilitasi Medik; 
I. lnstalasi Perinatal; 
m. lnstalasi Maternal; 
n. lnstalasi Bank Darab Rumah Sak.it; 
o. lnstalasi Pemulasaran Jenazab; 
p. Instalasi Rekam Medik; 
q. lnstalasi Hemodlalisa; 
r. Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD); • 
s. lnstalasi Sanitasi Rumah Sakit; 
t. Instalasi Laundry; 
u. Instalasi SIM Rumah Sakit; 
v. lnstalasi Pembayaran. 

Pasal36 

Kepal:a Inst.alasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, 
mcilaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan 
pelayanan di instalasinya masing-masing kepada direktur melalui kepala bidang 
yang membawahi. 

Bagian Ke•dua 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 37 

(1) Pelaksana kegiatan pelayanan adalah pejabat fungsional rumah sakit, terdiri 
dari sejumlah tenaga rr1edis, paramedis fungsional yang terbagi atas berbagai 
kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keterampilan dan keahliannya ; 

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada. 

(3) KeJompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan 
jabatan fungsional masing-masing yang berlaku. 

[4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatw· sesuai peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

(5) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga funsional berpedoman pada Kode 
Etik profesi, secara profesional bertamggungjawab independen terhadap 
profesi dan secara kelembagaan bertanggung jawab kepada direktur melalui 
bidang masing masing sesuai peraturan perundang-undangan. 



Bagian Ketiga 
Staf Medis Fungsional 

Pas_al 38 

(1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter yang bekerja di bidang Medis 
dalam jabatan fungsional. 

(2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, 
pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan 
kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, berdasarkan 
kaidah-kaidah keselamatan pasien (patient safety). 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya , staf Medis fungsional menggunakan 
pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait. 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis fungsional berpedoman pada 
Kode Etil< profesi Kedokteran, secara profesional bertanggungjawab 
independen terhadap profesi dan secara kelembagaan bertanggung jawab 
kepada Direktur melalui bidang pelayanan medik. 

[5) Staf Medis Fungsional terdiri dari Staf Medis Fungsional Bedah, Staf medis 
Fungsional Non Bedah dan Staf medis Fungsional Dalam. 

(6) Staf Medis Fungsional Bedah terdiri dari pelayanan Bedah, Kebidanan, THT, 
Mata, Anestesi dan Gigi, Bedah Mulut, Bedah Orthopedi, Bedah Urologi, 
Bedah Syaraf, Bedah Onkologi, . 

(7) Staf Medis Non Bedah terdiri ctari pelayanan, Syaraf, Anak, Kulit Kelamin, 
Radiologi, Paru, Jantung dan pembu:lub darah, Jiwa, Patalogi Anatomi, 
Patologi Klinik dan Dokter Umum 

(8) Staf Medis Fungsional Dalarn terdiri dari pelayanan Penyakit Dalam, Sub 
Spes-ialis Geriatri, Sub Spesialis Ginjal dan Hypertensi 

Bagian Kee:mpat 
Staf Para Medis Fungsional 

Pasa l 39 

(1) Staf Paramedis Fungsional adalah kelompok Paramedis yang bekerja di 
bidang Pelayanan Asuhan Keperawatan, Penunjang Medis dan penunjang 
non rnedis dalam jabatan fungsional. 

(2) Staf paramedis fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 
asuhan keperawatan, pelayanan penunjang Medik, pelayanan penunjang 
non medik, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan 
pengembanga.n, berdasarkan kaidah-kaidah keselamatan pasien (patient 
safety); 

(3) Dhlam melaksanakan tugasnya, staf Paramedis fungsional melakukan 
kolaborasi menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait. 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya tenag.a Paramedis funsional berpedoman 
paaa Kode Etik profesi, secara profesional bertanggungjawab independen 
terhadap profesi dan secara kelembagaan bertanggung jawab kepada 
Direktur melalui Bidang Perawatan atau Bidang Penunjang. 

(5) Staf Paramedis Fungsional terdiri dari Keperawatan, Radiologi, Fisioterapi, 
laboratorium, Gizi dan Farmasi. 

Pasal 40 

Pelaksana kegiatan pendukung pelayanan adalah : 
(a) Semua pejabat struktural; 
(b) Semua sumber daya strategis yang ada di bidang-bidang dan tata usaha; 
(cJ Kegiatan pendukung antara lain sistem manajemen, keuangan, SDM, 

leknologi, infonnasi dan lain-lain. 



BAB VI 
ORGANISASI PENDUKUNG 

Bagian Kesatu 
Satuan Pengawas Internal 

Pasal 41 

Satuan Pengawas Internal dibentuk guna membantu Direktur dalam bidang 
pengawasan internal dan monitoring. 

Pasal 42 

(l) Satuan Pengawas Internal bertugas melaksanakan pengawasan dan 
monitoring terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit. 

(2) Pengawasan dan 1nonitoring terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada1ah untuk mengawasi kebijakan 
pimpinan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi. 

(3) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Direktur. 

(4) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan 
Direktur. 

' 
Bagian Kedua 
Komite Medis 

Pasal 43 

(l) Komite Medis dibentuk guna membantu Direktur dalam mengawal dan 
menjamin mutu pelayanan Medis agar sesuai dengan standar pelayanan 
tumah sakit dan untuk memberi wadah bagi profesional Medis . 

(2) Komite Medis mempunyai otoritas tertinggi dalam organisasi Staf Medis 
Fungsional. 

(3) Susunan, rungsi, tugas dan kewajiban, serta tanggungjawab dan 
kewenangan Komite Medis diuraikan lebih lanjut dalam Bab Peraturan 
Internal S taf Medis . 

Bagian Ketiga 
Kornite Keperawatan 

Pasal 44 

(1) Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga keperawatan yang 
keanggotaannya berasal dari Ketua a tau Anggota Kelompok Staf Perawat 
Fungsional (SPF) 

(2) Komite Keperawatan dibentuk guna membantu Direktur dalam menyusun 
Standar Pelayanan Keperawatan dan memantau pelaksanaannya, mengatur 
kewenangan (previlege) perawat dan bidan, mengembangkan pelayanan 
keperi:twatan, melaksanakan etika profesi, mengatur kewenangan profesi 
anggota SPF, program pendidikan, pelatihan dan penelitian serta 
mengambangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan. 

Pasal 45 

(I) Komite Keperawatan rnerupakan badan non struktural yang berada di 
bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur. 

(2} Susunan Komite Keperawatan terdiri dari seorang Ketua, Seorang Wakil 
Ketua dan seorang Sekretaris yang kesemuanya merangkap anggota serta 
anggota sejumlab 4 orang. 



(3) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dan Pengurus Komite Keperawatan 
mempunyai masa bakti s.elama 3 (tiga) tahun. 

(4) Komite Keperawatan diben1.uk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur 
setelah mempertimbangkan usulan dad pejabat Bidang Perawatan. 

Pasal 46 

Dalani menjalankan tugasnya Komite Keperawatan wajib menjalin kerjasama 
dengan Komite Medis, Manajemen Keperawatan dan lnstalasi terkait. 

Bagian l):e.empat 
Prosedur Kerja/Ta~erja 

Pas:al 47 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan serta pembinaan 
kepada bawahan setiap pimpinan satuan organsasi dibantu oleh kepala 
satuan organisasi di bawahnya dan wajib mengadakan rapat berkala. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di 
lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi dan cross functional approach secara vertikal dan horisontal 
baik di lingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masing­
masing. 

Pasal48 

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing­
masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah 
yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan petundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 49 

lll Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab mem.impin dan 
mcngkoo:rdin.asikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
be.gi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(2) Semua kegiatan pelayanan dan pendukungnya diatur dengan prosedur kerja 
baku berupa Standart Operating Procedure berdasarkan kaidah-kaidah 
keselamatan pasien (patient safety) menurut ketentuan Akreditasi Rumah 
&akit. 

{3) Prinsip Prosedur Kerja adalah jelas Kebijakannya, mengutamakan 
kepentingan dan keselamatan pengguna jasa pelayanan kesehatan, 
konsisten, sesuai dengan falsafah dan tujuan, jelas pelaksanaannya, jelas 
tanggungjawabnya, ada evaluasi mutu dan kinerjanya. 

Pasal 50 

Setlap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggungjawab kepada atasan serta m,enyampaikan laporan berkala pada 
w,a,ktunya. 

Pasal 51 

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari 
bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk 
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk mcmberikan petunjuk kepada 
bawahannya. 



Pasal 52 

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala 
Jnstalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasannya. 

Pasal ,53 

Dalam menyainpaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap 
cfe11gan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain 
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

BABVIl 
PENGELOLAAN SUM-BER DAYA MANUSIA 

Bagian Ke satu 
Tujuan Pengelolaan 

Pasal 54 

Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang 
jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan 
secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan 
organisasi secara efektif dan efisien. 

Bagian Ke·dua 
Pengangkatan Pegawai 

Pasal 55 

(I) Pegawai run1ah sakit dapat berasal dari PNS atau non PNS profesional 
-sesuai dengan kebutuhan yang clipekerjakan secara tetap atau berdasarkan 
kontrak. 

{2) Pengangkatan pegawai rumah sakit yang berasal dari PNS dilaksanakan 
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. 

(3) Pengangkatan pegawai rumah sakit yang berasal dari non PNS dilakukan 
berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka 
peningkatan pelayanan. 

(4) Mekanisme pengangkatan pegawai rumah sakit yang berasal dari non PNS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. 

Bagian Ketiga 
Penghargaan dan Sanksi 

Pasal 56 

Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas maka rumah sakit 
rnenerapkan kebijakan tentang imbal jasa bagi pegawai yang mempunyai kinerja 
baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar 
peraturan yang ditetapkan. 

Pasal 57 

Kenaikan pangkat PNS merupakan pengbargaan yang diberikan atas prestasi 
kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan 
sislem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan 
yang berlaku. 



Pasal 58 

(1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS yang tidak menduduki 
jabatan struktural atau fungsional tertentu, termasuk PNS yang : 
a. melaksanakan Togas Belajar dan sebelumnya tidak mendudukijabatan 

struktural atau fungsional tertentu; dan 
b. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk 

dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan 
persarnaan eselonnya atau jabatan ifungsional tertentu. 

(2) Kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS 
yang menduduki jabatan struktural i;i.tau jabatan fungsional tertentu. 

Bagian Keempat 
Rotasi Pegawai 

Pasal 5,9 

{l) Rotasi PNS dan no11 PNS dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan 
kinerja dan pengembangan karir; 

(2) Rotasi dilaksanakan dengan meropertimbangkan 
a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan 

dan ketrampilannya;' 
b. masa kerja di unit tertentu; 
C. pengalaman pada bidang tugas tertentu; 
d. kegunaannya dalam menunjang karir; dan 
e. kondisi lisik dan psikis pegawai. 

Bagian Kelima 
Di.siplin Pegawai 

Pasal 60 

(1) Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses 
dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, 
kepah.than, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban yang dituangkan dalam : 
a. Daftar hadir; 
b. Laporan kegiatan; dan 
c. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeli Sipil (P2KP). 

(2) Disiplin Pegawai Negri Sipil adalah Kesanggupan Pegawai Negri Sipil Untuk 
mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam 
peraturan perundang undangan dan/ a tau peraturan kedinasan dan apabila 
tidak ditaati atau dilanggar maka dijaluhi hukuman Disiplin. 

(3) Adapun Yang dimaksud dengao Kewajiban dan Larangan adalah 
sebagaimana terdapat dalam Peraturan Perundang undangan yang mengatur 
disiplin pegawai negri sipil. 

(4) Tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai sesuai dengan Peraturan 
Perundang undangan yang mengatur disiplin pegawai negeri sipil. 

Bagian Keenam 
Pemberhentian. Pegawai 

Pasal 61 

(I) Pemberhentian pegawai berstatus PNS dilal<1.lkan sesuai dengan peraturan 
perundang undangan. 

(2) Pemberheotian pegawai berstatus non PNS dilakukan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Pemberhentiao atas permintaan sen.diri dilaksanakan apabila pegawai 

rumah sakit non PNS mengajukan permohonan pemberhentian sebagai 
pegawai pada 1nasa kontrak dan atau tidak memperpanjang masa 
kontrak; 



b. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun dilaksanakan 
apabila pegawai rumah sakit non PNS telah memasuki masa batas usia 
pensiun sesuai dengan peraturan perundang undangan ; dan 

c. Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila 
pegawai Rumah Sakit non PNS melakukan tindakan-tindakan 
pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Bagian Ketujuh 
Remunerasi 

Pasal 62 

Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, 
honorarium, insentif, bonus atas prestasi pesangon, dan atau pensiun serta 
tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 
dengan mengutamakan prinsip proporsionalitas kesetaraan dan kepatuhan yang 
ctiberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola rumah sakit dan pegawai 
rumah sakit yang ditetapkan oleh Bupati sesuai kemampuan Rumah Sakit. 

Pasal 63 

(1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan 
pegawai rumab sakit dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat 
tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. 

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbala.i1 kerja 
yang dapat berupa gaji, tw1jangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas 
prestasi, pesangon, dan/ atau pensiun. 

(3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium. 

(4) Remunerasi sebagaimana din1aksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati 
berdasarkan usulan pimpinan rumah sakit melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 64 

Penetapan remunerasi Direktur, mempertimbangkan faktor-faktor yang 
berdasarkan: 
a. ulruran (size) dan jumlah aset yang dikelola rumah sakit, tingkat pelayanan 

serta produktivitas; 
b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis; 
c. kemampuan pendapatan rumah sakit bersangkutan; dan 
d. kinerja operasional rumah sakit yang ditetapkan oleh Bupati dengan 

mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan 
manfaat bagi masyarakat. 

Pasal 65 

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berfkut: 
a,. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat 

puluh persen) dari gaji Direktur. 
b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga 

puh.l.h enam per seratus) dari gaji Direktur. 
c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima 

belas persen) dari gaji Direktur. 



Pasal 66 

(1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola d an pegawai sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 63 ayat (1), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian : 
a. pengalaman dan masa kerja (basic index); 
b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index); 
c. resiko kerja (rislc index); 
d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index); 
e. jabatan yang disandang (position index); dan 
f. hasil/ capaian kerja (performance index). 

(2) Bagi Pejabat Pengelola dan pegawai. rumah sakit yang berstatus PNS, gaji 
pokok dan tunjangan men.gikuti peraturatt perundang-undangan tentang 
gaj1 dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai 
remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 66. 

Pasal 67 

(1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang 
diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 
50 % (lima puluh per seratus) dari remunerasi/ honorariun bulan terakhir 
Y!Ulg berlaku sejak tanggal diberhent;ikan sampai dengan ditetapkannya 
keputusan definitif ten tang jabatan yang bersangkutan. 

(2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari 
jabatannya sebagaimana dima ksud pada ayat (1), memperoleh. penghasilan 
sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari remunerasi bulan terakhir di 
rumah sakit sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasat'kan 
surat keputusan pangkat terakhir. 

BAB VIII 
STMTDAR PELAYANAN MINIMAL 

Pasal 68 

(1) Standa.r Pelayanan Minimal rumah sakit ditetapkan Untuk menjamin 
ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang cliberikan 
oleh rumah sakit, 

12) Standar Pelayanan minimal sebagaimana climaksud pada ayat (1), 
diusulkan oleh Direktur kepada Bupati. 

(3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan 
serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. 

Pasal69 

(1) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan 
a. fokus pada jenis pelayanan; 
b, terukur; 
e. dapat dicapai; 
d. relevan clan dapat dianclalkan; clan 
e. tepat waktu. 

(2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
tn.eJ'lgutamaka:n kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan 
fungsi Rumah Sakit. 

(3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan 
yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan. 



(4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mert.lpakan 
kegiatan nyata, dapat ctihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai 
kemampu an dan tingkat pemanfaatannya. 

(5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
merupakan kegia tan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk 
menunjang tugas dan fungsi rumah sakit. 

(6) 'repat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan 
kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan. 

BAB IX 
PENGELOLAAN KEUANGAN 

Pa~al 70 

Pengelolaan keuangan rumah sal<it berdasarkan pada prinsip efektifitas, 
efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi. 

Pasal 71 

Dalam rangka penerapan prinsip dan azas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
70, maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem akuntansi berbasis 
a.kruaJ (SAK) dan standar akuntansi pemerintah an (SAP). 

,Pasal 72 

Subsicli dari pemerintah untuk pembiayaan rumah sakit dapat berupa biaya 
gaji, biaya pengadaan barang modal, dan biaya pengadaan barang dan jasa 

BABX 
TARIF PELAVANAN 

Pasal 73 

(1] Rumah sakit dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan 
atas barang dan/ atau jasa layanan yang diberikan. 

(21 Pemungutan biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempertimbangkan fungsi sosial Rumah sakit Khususnya Pasien 
Jamkesmas (ASKESKIN) , kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli 
masyarakat, serta kompetisi yang sehat . 

(3} lmbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan 
biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana. 

(4) iatif sebagaimana dimaksud pada ayat {3), termasuk imbal hasil yang wajar 
dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebag).an dari biaya 
per unit layanan. 

(5) Tarif layanan sebagaimana dimal<Sud pada ayat (3), dapat berupa besaran 
tarif dan/ atau pola tarif sesuai jenis layanan rumah sakit. 

(6) Ruman sakit harus menyediakan fasilitas untuk pasien jamkesmas dan 
tidak boleh menolak pasien Jamkesmas. 

Pasal 74 

(1) Tarif layanan rumah sakit diusulkai.1 oleh Direktur rumah sakit kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

[2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 



(3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli 
masyarakat, serta kompetisi yang sehat. 

(4) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), dapat membentuk tim. 

(5) Pembentukan tirn sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh 
Bupati yang keanggotaannya dapat berasal dari 
a. pembina teknis; 
b. pembina keuangan; dan 
c. organisasi profesi. 

Pa$al 75 

(1) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan rumah sakit dapat dilakukan 
perubahru.1 sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan. 

(2} Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan 
secara keseluruhan maupun per unit layanan . 

(3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
bei;pedoman pada ketentuan yang berlaku. 

BAB XI 
PENDAPATAN DAN BIAYA , 

Bagian Kesatu 
Pendapatan 

Pasal 76 

Pendapatan rumah sakit dapat bersumber dari: 
a. Jasa layarum,; 
b. Hibah terikat dan tidak terikat; 
c. APBD; 
d. APBN; 
e. Hasil kerjasama dengan pihak Iain; dan 
r. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 

Pasal 77 

f 1) Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari jasa layanan dapat berupa 
imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada 
masyarakat. 

(2) Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah 
tetikat dan hibah tidak terikat. 

(3) Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama 
operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung Lugas dan 
fungsi rumah sakit. 

(4) Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belahja Daerah (APBD) dapat berupa pendapatan yang berasal dari 
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di 
rumah sakit. 

(5) Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) dapat berupa pendapatan yang berasal dari 
pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas 
pembantuan dan lain-lain. 



(6) Rumah sakit dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/ atau tugas 
pembantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan 
ketentuan yang berlalru. 

(7) Lain-lain pendapatan rumah sakit yang sah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76 huruf f, antara lain: 
a. basil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; 
b. basil pemanfaatan kekayaan; 
c. jasa giro; 
d. pendapatan bunga; 
f. keuntungan selisih n ilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 
g. komisi, potongan ataupun bent',lk lain sebagai ah.ibat oari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/ataujasa oleh n1mah sakit; dan 
b. hasil investasi. 

Pasal 78 

(1) Seluruh pendapatan runiah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 
kecuali yang berasal dari APBD, APBN dan hibah terikat, dapat dikelola 
fangsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit sesuai RBA. 

(2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai 
peruntukannya. · 

(3) Seluruh pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 
huruf a, b, c dan f dilaksanakan melalui rekening kas rumah sakit dan 
dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis 
lain,Jain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan rumah 
sakit. 

(4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan 
kepaaa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan. 

(5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Bagian Kedua 
Biaya 

Pasal 79 

(1) Biaya rumah sakit merupakan biaya operasional dan biaya non operasional. 
(2) APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah anggaran APBN 

yang tidak melalui APBD 
(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh 

biaya yang menjadi beban rumah sakit dalam rangka menjalankan tugas 
dan (ungsi. 

(4) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup 
seluruh biaya yang menjadi beban rum.ah sakit dalam rangka menunjang 
pelaksanaan tugas clan f'ungsi. 

(5) Biaya rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk 
mt:mbiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan 
kegiatan pen,dukung pelayanan. 

{6) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
dia.Iolqtsikah sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan. 



Pasal 80 

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), terdiri 
dari: 
a. Biaya pelayanan; dan 
b. Biaya umum dan administrasi 

(2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup 
seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan 
pelayanan 

[3) Biaya umum dan administrasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
mencakup seluruh biaya operasiofial yang tidak berhubungan langsung 
dengan kegiatan pelayanan. , 

(4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari; 
a. biaya pegawai; 
b. biaya bahan; 
c. biaya jasa pelayanan; 
d. biaya pemeliharaan; 
e. biaya barang dan jasa; dan 
f. biaya pelayanan lain-lain. 

(5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri 
dari 
a. biaya pegawai; 
b. biaya administrasi kantor; 
c. biaya pemeliharaan; 
d. biaya barang dan jasa; 
e. biaya promosi; dan 
f. biaya umu.m dan administrasi lain-lain 

Pasal 81 

Biaya non operasional sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 80 ayat (3) tercliri 
dari: 
a. biaya bunga; 
b, biaya administrasi bank; 
e. bia,ya kerugian penjualan aset tetap; 
r. biaya kerugian penurunan nilai; dan 
g. biaya non operasional lain-lain. 

Pasal 82 

(1) Selurub pengeluaran biaya rumah sakit yang bersumber sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 80 dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah (PPKD) setiap triwulan. 

(2) Selurub pengeluaran biaya rumah sakit yang bersumber sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilak:ukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan 
yang dilampiri dengan Surat Pernyataain Tanggungjawab (SPTJ). 

(3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format laporan 
pcngeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan yang 
berlaku. 

Pasal 83 

Ill Pengeluaran biaya rumah sakit dibe.rikan fleksibilitas dengan 
mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. 

(2) Fleksibilitas pengeluaran biaya r umah sakit sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan 
dengan perubahan pendapatan dala.m ambang batas RBA yang telah 
ditetapkan secara definitif. 



(3j Fleksibilitas pengeluaran biaya rumah sakit sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), hanya berlaku untuk biaya rumah sakit yang berasal dari 
pendapatan selain dari APBN/ APBD clan h ibah terikat. 

(4) Dalam bal terjadi kekurangan anggaran, Direktur mengajukan usulan 
tambahan anggaran dari APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 84 

(l) Ambang batas RBA sebagaimana· ·dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), 
ditetapkan dengan besaran persent~se. 

(2] Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan 
dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional rumah sakit 

(3) Besaran persentase sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam 
RBA dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) rurnah sakit oleh Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

(4) Persentase arnbang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, 
rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Bagian Ketiga 
Pengelolaan Sumber Daya Lain 

Pasal 85 

(1) Pengelolaan Sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung 
dan jalan akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku 

(2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pe1ayanan dan 
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi rumah sakit. 

BAB XII 
PENGELOLMN LINGKUNGAN DAN LIMBAH RUMAH SAK.IT 

Pasal 86 

(I) Rumah sakit wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal. 
(2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada 
keamanan,. kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian,keindahan dan 
keselamatan. 

Pasal 87 

(1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) 
meHputi pengelolaan limbah rumah sakit. 

(2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 1imbah 
Medis yang terdiri dati limbah kimia dan 1imbah Biologis serta non Medis 
atau limbah fisik. 

(3) Tata lal<sana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mengacu pada ketenruan yang berlaku. 



BAB XIII 
PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS (MEDICAL STAFF BY LAWS) 

NAMA, TUJUAN, TANGGUNGJAWAB 

Nama 
Pasal 88 

Organisasi Staf Medis Rumah Sakit adalah : 
[1) Kelompok Staf Medis dan Ko1nite Medis di Rumah Sak.it Urnum. Daerah 

Kabupaten Temanggung. 
(2) Jenis Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum 
(8) Kelas Rumah Salcit adalah RSUD Kelas B 
(4) Alarnat Rumah Sak.it adalah JI. GaJah Mada: No. lA Temanggung, Kode Pos 

56229. 

Tujuan 
Pasal 89 

Tujuan umum pengorganisasian staf medis adalah sebagai acuan bagi Rumah 
Sakit dalam mengorganisasi staf medis dan membentuk Komite Medis. 

Tanggung Jawab 
Pasal 90 

Kelompok staf medis mempunyai tanggung jawab yang terkait dengan mutu, etik 
pelayanan dan pengembangan pendidikan staf medis. Tanggung jawab tersebut 
adalah sebagai berikut : 
(1) Memberikan rekomendasi kepada Direktur Rumah Sak.it melalui ketua 

Komite Medis / Sub Komite Kredensial terhadap pennohonan penempatan 
dokter baru dan penempatan ulang dokter di Rumah Sakit. Penempatan 
dokter baru di Ru.mah Sak.it berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah 
Sakit. Untuk membuat Surat Keputusan tersebut Direktur Rumah Sakit 
perlu meminta masukan dari kelompok staf medis / Sub Komite Kredensial. 

(2) Melakukan evaluasi penampilan kinerja praktik dokter berdasarkan data 
yang komprehensif. 

(3) Memberikan kesempatan bagi para dokter untuk mengikuti pengembangan 
profesi berkelanjutan (continuing professional development). 

(4) Memberikan rekomendasi dan masukan kepada Direktur Ru1nah Sakit 
melalui Ketua Komite Meclis ha1-ha1 yang terkait dengan praktik kedokteran. 

(5) Memberikan laporan tentang hasil pemantauan indikator mutu klinik, basil 
evaluasi kinerja prak.tik klinis, pelaksanaan program pengembangan staf 
medls dan lain-lain kepada Direktur melalui Ketua Komite Medis. 

(6) Melakukan perbaikan (up-dating) standar prosedur operasional dan 
dokumen terkaitnya 

BAB XIV 
PENGANGKATAN STAF MEDIS DAN PENGANGKATAN KEMBALI 

Pasal 91 

(1) Keanggotaan Staf Medis merupakan previlege yang dapat dlberikan kepada 
dokter yang secara terns menerus mampu memenuhi kualifikasi, standar 
dan persyaratan yang ditentukan. 

(2) Kea,nggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa 
membedakan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, keturunan, status 
ekonomi dan pat1dangan politisnya. 



Pasal 92 

Untuk dapat bergabung dengan rumah sakit sebagai Staf Medis maka dokter 
atau dokter gigi harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan, Surat Tanda 
Registrasi (STR) dan Surat ljin Praktik (SIP), Surat Penugasan (SP), kesehatan 
jasmani dan rohani yang laik (fit) untuk melaksanakan tugas dan tanggung­
jawabnya serta memiliki perilaku dan moral yang baik. 

Pasal 93 

Tatalaksana pengangkatan dan pengangkatan kembali Staf Medis rumah sakit 
adalah dengan mengajukan permohonan kepada Direktur dan selanjutnya 
Dlrektur berdasarkan pertimbangan dari Komite Medis, dibantu Sub-Komite 
Kredensial, dapat mengabulkan atau menolak mengabulkan permohonan 
tersebut. 

Pasal 94 

Lama masa kerja sebagai staf Medis n1n1ah sakit adalah sebagai berikut : 
(1) Untuk Staf Medis Organik adalah sampai yang bersangkutan memasuki 

masa pensiun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Untuk Staf Medis Mitra adalah selama 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun dan 

dapat diangkat kembali untuk beberapa kali masa kerja berikutnya 
sepanjang yang bersangkutan m'asih memenuhi persyaratan. 

(3) Untuk Staf Medis Relawan (voluntiry adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat 
diangkat kembali untuk beberapa kali masa kerja berikutnya sepanjang yang 
bersangkutan masih menghendaki dan memenuhi semua persyaratan 

Pasal 95 

Bagi Staf Medis Organik yang sudah pensiun sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 94 ayat (1) dapat diangkat kembali sebagai Staf Medis Mitra atau Staf 
Medis Relawan sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan 

BAB XV 
KATEGORI STAF MEDIS 

Pasal 96 

Staf Medis yang telah bergabung dengan rumah sakit dikelon1pok.kan kedalam 
kategori: 
[l) Staf Medis Organik, yaitu dokter yang bergabung dengan rumah sakit 

sebagai pegawai tetap, berkedudukan sebagai sub ordinat yang bekerja 
untuk dan atas nama rumah sakit serta bertanggungjawab kepada lembaga 
tersebut 

[2) Staf Medis Mitra, yaitu dokter yang bergabung dengan rumah sakit sebagai 
mit;ra, berkedudukan sejajar dengan Rumah Sakit, bertanggungjawab secara 
mandiri serta bertanggunggugat secara proporsional sesuai ketentuan yang 
berlaku di Rumah Sakit. 

(3) Staf Medis Relawan, yaitu dokter yang bergabung dengan rumah sakit atas 
ctasar keinginan mengabdi secara sukarela, bekerja untuk dan atas nama 
rumal1 sakit, dan bertanggungjawab secara mandiri serta bertanggunggugat 
sesuai ketentuan yang berlaku di rumah sakiL 

(4) Staf Medis Ta.mu, yaitu dokter dari luar rumah sakit yang karena reputasi 
dan atau keahliannya diundang secara khusus untuk membantu menangani 
kasus-kasus yang tidak dapat ditangani sendiri oleh staf Meclis yang ada di 
rumah sakit atau untuk mendemonstrasikan suatu keahlian tertentu atau 
teknologi baru. 



Pasal 97 

Dokter Spesialis Konsultan adalah dokter yang karena keahliannya di.rekrut oleh 
rumah sakit untuk memberikan konsultasi kepada Staf Meclis Fungsional lain 
yaog memerlukannya dan oleh karenanya ia tidak secara langsung menangani 
pasien. 

Pasal 98 

Dokter Staf Pengajar adalah dokter yang mempunyai status tenaga pengajar, 
bail< dari Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional atau 
Departemen lain baik swasta atau ·negeri yang dipekerjakan dan atau 
diperbantukan untuk menjadi pendidik, dan ata'u pengajar b~gi peserta didik cli 
bidang kesehatan, mempunyai kualifikasi sesuai dengan kompetensi cli 
bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan 
perundang-uodangan. 

Pasal 99 

Dokter Umum di lnstalasi Gawat Darurat adalah dokter umum yang 
memberikan pelayanan di lnstalasi Gawat Darurat sesuai dengan penempatan 
dan atau tugas yang diberikan oleh rumah sakit mempunyai kualifikasi sesuai 
clengan kompetensi di bidangoya se'rta mempunyai hak dan kewajiban sesuai , 
dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 100 

Dokter peserta pendidikan dokter spesialis adalah dokter yang secara sah 
diterlma sebagai Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis, serta memberikan 
pelayanan kesehatan dalam rangka penclidikan, mempunyai kualifikasi sesuai 
dengan kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai 
dengan peraturan perundang~undangan. 

BAB XVI 
KEWENANGAN KLINIS 

Pasal 101 

(1) Setiap Dokter yang diterima sebagai s taf Medis rurnah sakit 
diberikan kewenangan klinis oleh Direktur setelah memperhatikan 
rekomendasi dari Komite Medis. 

(2) Penentuan kewenangan klinis didasarkan atas jenis ijasab atau sertifikat 
yang dimiliki staf Medis. 

(3) Dalam bal kesulitan menentukan kewenangan klinis maka Komite Medis 
dapat meminta informasi atau pendapat dari Kolegium terkait. 

Pasal 102 

Kewenangan klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) akan 
dievalua:si terus menerus untuk clitentukan apakah kewenangan tersebut dapat 
dipertahankan, diperluas, dipersempit atau bahkan dicabut. 

Pasal 103 

(1) Oalarn hal menghendaki agar kewenangan klinisnya diperluas maka staf 
Medis yang bersangkutan harus mengajukan pennohonan kepada Direktur 
deugan menyebutkan alasannya serta melampirkan bukti berupa sertifikat 
pelatihan dan atau pendidikan yang dapat mendukung permobonannya. 



(2) Direktur berwenang mengabulkan atau menolak mengabulkan permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan 
rekomendasi Komite Medis. 

(3) Setiap permohonan per luasan kewenangan klinis yang dikabulkan atau 
ditolak harus dituangkan dalam Keputusan Direktur dan disa.mpaikan 
kepada pemohon. 

Pasal 104 

Kewenangan klinis sementara dapat diberikan kepada dokter tamu atau dokter 
pengganti dengan mernperhatikan pendapat Kornite Medis. 

Pasal 105 

Dalam keadaan emergensi atau bencana yang menimbulkan banyak korban 
maka semua staf Medis rumah sakit dapat diberikan kewei1angan klinis untuk 
me1akukan ti.ndakan penyelamatan di luar kewenangan klinis yang diberikan, 
$epanjang yang bersangkutan memiliki kernarnpuan untuk melakukannya. 

BAB XVII 
PEMBINAAN 

Pasal 106 . 
Dalam hal staf Medis diduga melakukan layanan k1inik di bawah standar maka 
terhadap yang bersangkutan dapat diusulkan oleh Komite Medis untuk 
dilakukan penelitian. 

Pasal 107 

Bilamana hasil penelitian menunjukkan kebenaran adanya pelanggaran maka 
yang bersangkutan dapat diusulkan kepada Direktur untuk diberlakukan sanksi 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pasal 108 

Dalam hal staf Medis dinilai kurang mampu atau melakukan tindakan klinik 
yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sehingga menimbulkan kecacatan 
Qar! atau kematian maka Komite Medis dapat melakukan penelitian. 

Pasal 109 

(l) Bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 membuktikan 
adanya kebenaran maka Komite Medis dapat mengusulkan kepada Direktur 
untuk diberlakukan sanksi. 

(2) Pemberlakuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dituangkan dalam bentuk Keputusan Direktur dan disampaikan kepada 
staf medis yang bersangkutan dengan tembusan kepada Komite Medis. 

(3) Oalam hal staf Medis tidak dapat menerima sanksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) maka yang bersangkutan dapat mengajukan sanggahan 
secara tertulis dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat 
Keputusan, untuk selanjutnya Direktur memiliki waktu 15 (lima belas) hari 
untuk menyelesaikan dengan cara adil dan seimbang dengan mengundang 
semua pihak yang terkait. 

(4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final . 



BAB xvrn 
PENGORGANISASIAN STAF MEDIS DAN KOMITE MEDIS 

Bagian Kesatu 
Pengorganisasian Staf Medis 

Pasal 110 

Semua Dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di unit-unit pelayanan 
rumah sakit, termasuk unit-unit pelayanan yang melakukan kerjasama 
operasional dengan rumah sakit, wajib menjadi anggota staf Medis. 

Pasal 111 .. 
(1) Dalam melaksanakan tugas maka 'staf Medis dikelompokkan sesuai bidang 

spesialisasi/keahliannya atau menurut cara lain berdasarkan pertimbangan 
khusus. 

(2) Setiap kelompok staf Medis minimal terdiri atas 2 (dua) orang dokter dengan 
bidang keahlian sama. 

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana climaksud pada ayat (2} tidak dapat 
dipenuhi maka dapat dibentuk kelompok staf Medis yang terdiri atas dokter 
dengan keahlian berbeda dengan memperbatikan kemiripan disiplin ilmu 
atau tugas dan kewenangannya. 

Pasal 112 

Pembagian Staf Medis Fungsional : 
(I) Staf Medis Fungsional terdiri dari Staf Medis Fungsional Bedah, Staf medis 

Fungsional Non Bedah dan Staf medis Fungsional Dalam 
(2) Staf Medis Fungsional Bedah terdiri dari pelayanan Bedah, Kebidanan, THT, 

Mata, Anestesi dan Gigi, Bedah Mulut, Bedah Orthopedi, Bedah Urologi, 
Bedah Syaraf, Bedah Onkologi 

13) Staf Medis Non Bedah terdiri dari pelayanan, Syaraf, Anak, Kulit Kelamin, 
Radiologi, Pam, Jantung dan pembuluh darah, Jiwa, Patalogi Anatomi, 
Patologi Klinik dan Dokter Umum 

(41 Staf Medis Fungsional Dalam terdiri d.ari pelayanan Penyakit Dalam, Sub 
Spesialis Geriat.ri, Sub Spesialis Ginjal dan Hypertensi 

Pasal 113 

fungsi staf Medis rumah sakit adalah sebagai pelaksana pelayanan Medis, 
pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang Medis. 

Pasal 114 

Tugas staf Medis rumah sakit meliputi: 
a. melaksanakan kegiatan profesi yang komprehensif meliputi promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif; 
b. membuat rekam Medis sesuai fakta, tepat waktu dan akurat; 
c. meningkatkan kemampuan profesi melalui program pendidikan atau 

pelatihan berkelanjutan; 
d. menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan 

Medis, clan etika kedokteran; dan 
e. menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan 

indik:ator mutu klinik. 



Pasal 115 

1'1lllggungjawab Kelompok Staf Medis rumah sakit meliputi : 
a. memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur 

terhadap permohonan penempatan dokter baru di rumah sakit untuk 
mendapatkan Surat Keputusan; 

b. melakukan evaluasi atas tampilan kinerja praktik dokter berdasarkan data 
yang komprehensif; 

c. memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur 
terhadap permohonan penempatan ulang dokter di rumah sakit untuk 
mendapatkan Surat Keputusan Direktur; 

d. memberikan kesempatan kepada para dokter untuk mengikuti pendidikan 
kedokteran berkelanjutan; • · 

e, memberikan masukan melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur mengenai 
hal-hal yang berkaitan dengan praktik kedokteran; 

f. 'O'.lemberikan laporan secara teratur minimal sekali setiap tahun melalui Ketua 
Komite Medis kepada Direktur a tau Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang 
tentang hasil pemantauan indikator mutu klinik, evaluasi kinerja praktik 
klinis, pelaksanaan program pengembangan staf, dan lain-lain yang dianggap 
perlu; dan 

g, melakukan perba.ikan standar prosedur operasional serta dokumen-dokumen 
yang terkait. 

Pasal 116 

Kewajiban Kelompok Staf Medis rumah sakit meliputi : 
a. menyusun standar prosedur operasional pelayanan Medis, meliputi bidang 

admini$trasi, manajerial dan bidang pelayanan Medis; 
b. menyusun indikator mutu ldinis; dan 
c. menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggotanya. 

Pasal 117 

Pemilihan Ketua Kelompok Staf Medis meliputi : 
a. Kelompok Staf Medis dipimpin oleh seorang Ketua yang dipllih oleh 

anggotanya; 
b. K;etua Kelompok Staf Medis dapat dijabat oleh Dokter Organik atau Dokter 

Mitra; 
c. Pemilihan Ketua Kelom.pok Staf Medis diatur dengan mekanisme yang 

disusun oleh Komite Medis dengan persetajuan Direktur; 
d. Kecua Kelompok Staf Medis ditetapkan dengan keputusan Direktur; dan 
e. l'vfasa baktl Ketua Kelompok Staf Medis adalah minimal 3 (tiga) tahun dan 

dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya berlurut-turut. 

Penilaian 
Pasal 118 

(1) Penilaian kinerja yang bersifat administratif dilakukan oleh Direktur rumah 
sakii sesuai ketentuan yang berlaku. 

(2) Evaluasi yang menyangkut keprofesian dilakukan oleh Komite Medis sesuai 
kelentuan yang berlaku. 

(3) Staf Medis yang memberikan pelayanan medis dan menetap di unit kerja 
tertentu secara fungsionaJ menjadi tanggung jawab Komite Medis, 
khususnya dalam pembinaan masalah keprofesian. 



Bagian Kedua 
Komite Medis 

Paragraf 1 
Pembentukan Komite Medis 

Pasal 119 

(1) Komite Medis dibentuk guna membantu rumah sakit dalam mengawal mutu 
lay~tnan kesehatan berbasis Keselamatan Pasien, yang merupakan wadah 
profesional di Rumah Sakit yang memiliki otoritas tertinggi dalam organisasi 
staf Medis. 

(21 Komite Medis dibentuk dengan tuj~9:11 untuk menyelenggarakan tata kelola 
lllinis yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih 
terjamin dan terlindungi. • .. 

Pasal 120 

Pembetttukan Komite medis sebagai mana dimaksud dalam Pasal 119 ditetapkan 
dengan Keputusan Direktur dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun, 
berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Direktur. 

Paragraf2 
Susunan Komite Medis 

E>asal 12·1 

Susunan Komite Medis Rumah Sakit terdiri atas : 
a. Ketua, yang dijabat oleh Dokter yang di pilih oleh Staf Medis Fungsional; 
b. Wakil Ketua, yang dijabat oleh Dokter yang dipilih oleh Staf Medis Fungsional; 
c. Sekretaris, yang dipilih oleh Ketua Komite Medis; 
d. Anggota; yang terdiri dari semua Ketua Kelompok Staf Medis a tau yang 

mewakili; dan 
e. Sub Komite. 

Pasal 122 

(1) Persyaratan untuk menjadi Ketua Komite Medis adalah : 
a. mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam profesinya; 
b menguasai segi ilmu profesinya dalam jangkauan, ruang lingkup, 

sasaran dan darnpak yang luas; 
c. peka terhadap perkembangan kerumah-sakitan; 
d. bersifat terbuka, bijaksana dan jujur; 
e. mempw1yai kepribaclian yang dapat diterima dan disegani di Lingkungan 

profesinya; dan 
f. mempunyai integritas keilmuan dan etika profesi yang tinggi. 

(21 Ketua Komite Medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur. 

Pasal 123 

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi W akil Ketua Komite Medis adalah 
tercatat sebagai dokter organik atau dokter m.itra clan dipilih secara 
demokratis oleh Kelompok Staf Medis. 

(2) Wakil Kelua Komite Medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur. 
(3) Wakil Ketua Komite Medis dapat menjadi Ketua dari salah satu Sub Komite. 



Pasal 124 

[l) Sekretaris Komite Medis clipilih oleh Ken.ta Komite Medis; 
(2) Sekretaris Komite Medis dijabat oleh seorang dokter organik; 
(3) Sekretaris Komite Medis dapat menjadi Ketua dari salah satu Sub Komite. 
14) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Kornite Medis dibantu oleh tenaga 

administrasi/ staf sekretariat purna waktu. 

Pasal 125 

Anggota Komite Medis tercliri dari semua Ketua Kelompok Staf Medis dan atau 
yang mewakili. · • 

Paragraf 3 
Fungsi Komite Medis 

Pasal 126 

Fungsi Kornite Medis adalah sebagai pengarah (steering) dalam pemberian 
pelayanan Medis, yang rinciannya adalah sebagai berikut : 
a. memberikan saran kepada Direktur; 
b. mengkoordinasikan atau mengarabkan kegiatan pelayanan Medis; 
o. menangani hal-hal berkaitan dengan ethical performance; dan 
d. menyusun kebijakan pelayanan Mec:lis sebagai standar yang harus dipatuhi 

dan d:ilaksanakan oleh staf Medi;. 

Tugas Komite Medis meliputi : 

Paragraf 4 
Tugas Komite Medis 

Pasal 127 

a. membantu Direktur menyusun standar pelayanan Medis dan memantau 
pelaksanaannya; 

b. membina, memelihara, dan menjaga etika profesi, disiplin profesi dan mutu 
profesl; 

c, mengatur kewenangan klinik masing-masing Kelompok Staf Medis; 
d. membantu Direktur menyusun Peraturan Internal Staf Meclis (Medical Staff 

Bylaws) serta memantau pelaksanaannya; 
e. membantu Direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang berkaitan 

dengan medisolegal; 
f. melakukan koordinasi dengan Pejabat Bidang Pelayanan Medis dalam 

melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas Kelompok 
Staf Med.is; 

g, meningkatkan program pelayanan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan 
pengembangan dalam bidang Medis; 

h. melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan Medis; 
L rnelakukan kredensial bagi seluruh s.taf medis yang akan melaksanakan 

pelayanan medis di rumah sakit; dan 
j. mernbeclkan laporan kegiatan kepada Direktur. 

Paragraf 5 
Tanggung Jawab Komite Medis 

Pasal 128 

Komite Medis bertanggung jawab kepada Direktur meliputi hal-hal yang 
bcrkaitan dengan: 
a. Mutu pelayanan Medis; 
b. Membinaan etik kedokteran; dan 
c. Pengembangan profesi Medis. 



Paragraf 6 
Kewenangan Komite Medis 

Pasal 129 

Guna melaksanakan tugas clan tanggungjawabnya maka kepada Komite Medis 
diberikan k.ewenangan : 
a. Memberikan usulan rencana kebutuban dan peningkatan kualitas tenaga 

Medis; 
b. Memberikan pertimbangan rencana pengadaan, penggunaan dan 

pemeliharaan alat Medis dan penunjang Medis serta pengembangan 
pelayanan; . ' 

c. Monitoring dan evaluasi mutu pelayap.an Meclis; 
d. Monitoring clan evaluasi efisiensi clan efektifitas penggunaan alat kedokteran; 
e. Membina etika dan membantu mengatur kewenangan klinis; 
f. Membentuk tim klinis lintas profesi; dan 
g. Memberikan rekornendasi, antara lain : 

1. kerjasama antar institusi 
2. rincian kewenangan klinis 
3 . surat penugasan klinis 
4. penolakan kewenangan klinis 
5. perubahan / modifikasi rincioo kewenangan klinis 
6. tindak lanjut audit medis 
7. pendidikan kedokteran berkelanjutan 
8. pendampingan ( proctoring ) 
9. pemberian tindakan disiplin 

Pasal 130 

Kewajiban Komite Medis meliputi: 
a. Menyusun rancangan Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws); 
b. Membuat standarisasi format untuk standar pelayanan Medis, standar 

prosedur operasional dibidang manajerial dan administrasi serta bidang 
keilm1.1an, profesi, standar profesi dan standar kompetensi; 

c. Me1nbuat standarisasi format pengurnpulan, pemantauan dan pelaporan 
indikator mutu klinik; dan 

d. Melakukan pemantauan mutu klinik, etika kedokteran dan pelaksanaan 
pengembangan profesi Medis. 

Pasal 131 

Komite Medis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sub Komite, yang 
terdiri dari : 
a. Sub Komite Peningkatan Mutu Profesi Medis, dengan tugas: 

1. membuat rencana atau program kerja; 
2. melaksanakan rencana atau jadual kegiatan; 
3. membuat panduan mutu pelayanan Medis; 
4. melakukan pantauan dan pengawasan mutu pelayanan Medis; 
5. menyusun indikator mutu klinik, meliputi inclikator input, output proses, 

dan outcome; 
6. melakukan koordinasi dengan Sub Komite Peningkatan Mutu rumah sakit; 

dan 
7. melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala. 



b. Sub Komite Kredensial, dengan tugas : 
1. melakukan review permohonan untuk menjadi anggota staf Medis; 
2. membuat rekomendasi hasil review; 
3. membuac laporan kepada Komite Medis; 
4. melakukan review kompetensi staf Medis dan memberikan laporan dan 

rekomendasi kepada Komite Medis dalam rangka pemberian clinical 
privileges, reapointments dan penugasan staf Medis pada unit kerja; 

5. membuat rencana kerja; 
6 . melaksanakan rencana kerja; 
7. menyusun tata laksana dari instrumen kredensial; 
8. melaksanakan kredensial dengan melibatkan lintas fungsi sesuai 

kebutuhan; dan . 
9. membuat laporan berkala kepada Komite Medis. 

c. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi, dengan tugas : 
1. membuat rencana kerja; 
2. melaksanakan rencana kerja; 
3. menyusun tata laksana pemantauan dan penanganan masalah etika dan 

disiplin profesi; 
4. melakukan sosialisasi yang terkait dengan etika profesi dan disiplin 

profesi; 
5. mengusulkan kebijakan yang terkait dengan bioetika; 
6. Melakukan koordinasi dengan Komite Etik dan Hukum rumal1 sakit; dan 
7. melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala. 

Pasal 132 

Pembentukan Sub Komite ditetapkan oleh Direktur dengan masa kerja 3 (tiga) 
tahun atas usulan Ketua Komite Medis setelah memperoleh kesepakatan dalam 
rapat pleno Komite Medis. 

Pasal 133 

Sub Komite mempunyai kegiatan sebagai berikut : 
a. menyusun kebijakan dan prosedur kerja; 
b. membuat laporan berkala dan laporan tahunan yang berisi evaluasi kerja 

selama setahun yang baru saja dilalui disertai rekomendasi untuk tahun 
anggaran berikutnya. 

Pasal 134 

Kewenangan Sub Komite adalah sebagai berikut : 
a. Sub Kornite Peningkatan Mutu Profesi Medis; rnelaksanakan kegiatan upaya 

peningkatan mutu pelayanan Medis secara lintas sektoral dan lintas fungsi; 
b. Sub Komite Kredensial; melaksanakan kegia tan kredensial secara adil, jujur 

dan terbuka secara lintas sektoral dan lintas fungsi 
c. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi; melakukan pemantauan dan 

penanganan masalah etika profesi kedokteran dan disiplin profesi dengan 
meJibatkan lintas sektoral dan lintas fungsi. 

Pasal 135 

Tiap-tiap Sub Komite bertanggung-jawab kepada Komite Medis mengenai 
pclaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya. 



Paragraf7 
Panitia Adhoc 

Pasal 136 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite medik dapat dibantu oleh 
panitia adhoc. 

(2) Pari.itia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur 
Rutnah Sakit berdasarkan usulan Ketua Komite Medik. 

(3) Panitia adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari staf medis 
yang tergolong sebagai mitra bestari. • 

(4) Staf medis yang tergolong sebagai mitra besfari sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dapat berasal dari rumah sakit lain, perhimpunan dokter spesialis / 
dokter gigi spesialis, kolegium dokter / dokter gigi, kolegiurn dokter spesialis/ 
dokter gigi spesialis, dan/atau institusi pendidikan kedokteran / kedokteran 
gigi. 

BAB XIX 
PEMBERHENTIAN STAF MEDIS 

Ba:gian Kesatu 
Staf Medis Organik 

Pasal 137 

Staf Medis organik diberhentikan dengan hormat karena: 

a. telah memasuki masa pensiun; 

b. permintaan sendiri; 

c. tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai staf Medis; dan 

d. berhalanga.n tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, 

Pasal 138 

Staf Medis organik dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila ia 
melakukan perbuatan melawan hukum yang ancaman pidananya 5 (lima} tahun 
atau lebih. 

Bagian Kedua 
Staf Medis Mitra 

Pasal 139 

Staf Medis mitra berhenti secara otomatis sebagai staf Med is rumah sakit apabila 
telah menyelesaikan masa kontraknya atau berhenti atas persetujuan bersama. 

Pasal 140 

Staf Medis mitra yang telab rnenyelesaikan masa kontraknya dapat bekerja 
ke:rpbali untuk masa kontrak berilrutnya setelah menandatangani kesepakatan 
baru dengan pihak ntmah sakit. 



Pasal 144 

Setiap rapat khusus dan rapat tahunan wajib dihadiri oleh Direktur, Pejabat 
Bidang Pelayanan Medis dan pihak-pihak lain yang ditentukan oleh l{etua 
Komite Medis. 

Pasal 145 

(1) Keputusan rapat Kelompok Staf Medis dan atau Komite Medis didasarkan 
pada suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara. 

(2) Dalam ha! jumlah suara yang diperoleh adalah sama maka Ketua atau Wakil 
Ketua berwenang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang. 

(3) Perhitungan suara hanyalah berasal dari anggota Komite Medis yang hadir. 

Pasal 146 

(1) Direktur rumah sakit dapat mengusulkan pen1bahan atau pembatalan 
setiap keputusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus 
sebelumnya dengan syarat usul tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan 
atau undangan rapat. 

(2) Dalam hal usulan perubahan, atau pembatalan kepu tusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak diterima dalam rapat maka usulan tersebut 
tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu tiga bulan terhitung sejak saat 
ditolaknya usulan tersebut 

BAB XXI 
KERAHASJAAN DAN JNFORMASI MEDIS 

Pasal 147 

(1) Rumah sakit : 

a. berhak membuat peraturan tentang kerahasiaan dan informasi Mectis 
yang berlaku di rumah sakit; 

b. wajib menyimpan rekam medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

c. dapat rnemberikan isi reka1n Medis kepada pasien ataupun pihak lain 
at.as ijin pasien secara tertulis; 

d. untuk keperluan dinas informasi medis diberikan oleh tenaga medis 
bersangkutan yang memahami perjalanan penyakit pasiennya; dan 

e. dapat memberikan isi dok:umen rekam Medis untuk kepentingan 
peradilan dan asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dokter: 

a . Mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien yang dirawat 
atau keluarganya; 

b. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan 
juga setelah pasien itu meninggal dunia; 

c. Menolak keingh1an pasien yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan, profesi dan et ika. 



(3) Pasien : 

a. Berhak mengetahui peraturan dan ketentuan Rumah sakit yang mengatur 
sikap tindakan sebagai pasien; 

b. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah 
kesehatannya; 

c. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, antara 
lain: 
1) Diagnosis dan tata cara tindakan medis 
2} Tujuan tindakan medis yang dilakukan . . 
3) 
4) 
5) 

Alternatif tindakan lain dan resikonyc1, 
• 

Resiko dan komplikasi yang mungkin te1jadi dan 
Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan 

d. Meminta konsultasi kepada dokter lain (second opinion) terhadap penyakit 
yang dideritanya dengan sepengetahuan dokter yang merawatnya; 

e. Mendapatkan isi rekam medis; 
f. Membuka isi rekam medis untuk kepentingan peradilan 

BAB XXIl 
PENGAWA$AN DA:N EVALUASI 

Pasal 148 

(1) Evaluasi penampilan kinerja praktek dokter dilakukan melalui peer review, 
audit medis atau program quality improvement 

(2) Kelompok Staf Medis mempunyai tanggung jawab memberikan masukan 
kepada Direktur Rumah Sakit / Kepala Bidang Pelayanan mengenai hal-hal 
yang terkait dengan praktik kedokteran. Misalnya mengenai perkembangan 
ilmu dan teknologi kedokteran, temuan terapi yang baru dan lain-lain 

BAB XXlII 
PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN (NURSING STAFF BY LAWS) 

FUNGSI DAN TUJUAN 
Pasal 149 

(1) Fungsi adalah untuk meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan, 
dengan cara : 

a. Melalrukan kredensial bagi seluruh staf keperawatan yang al<:an 
melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di RSUD Kabupaten 
Temanggung. 

b. Memelihara n1utu profesi tenaga keperawatan. 

c. Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan. 

(2) Tujuan dapat menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik (good clinical 
governance) melalui mekanisme kredensial, peningkatan mutu profesi dan 
penegakan disiplin profesi serta memberikan dasar hukum bagi mitra bestari 
(peer group) dalam pengambilam lkeputusan profesi melalui komite 
keperawatan. 



BAB XXIV 
KEWENANGAN KLINIS 

Pasal 150 

(1) Asuhan keperawatan hanya boleh dilakukan oleh staf keperawatan yang 
telah diberi kewenangan klinis melalui prosedur kredensial. 

(2) Kewenangan klinis yang diberikan kepada staf keperawatan disesuaikan 
dengan kategori jenjang klinis keperawatan. 

Pasal 151 . 
Pengaturan kewenangan klinis staf kepyrawatan dapat bersifat : 
a) Kewenangan klinis sementara (temporary clinical privilege) 
b) Kewenangan klinis dalam keadaan darurat (emergency clinical privilage) 
c) Kewenangan klinis bersyarat (provisional clinical privilage) 

BABXXV 
DELEGASI TINDAKAN MEDIK 

Pas.al 152 

(1) Penentuan tindakan medis yang bersifat delegatif berdasarkan kesepakatan 
antara kornite medis dengan korttlte keperawatan. 

(2) Daftar tindakan medis yang bersifat delegatif yang sudah rnenjadi 
kesepakatan dimasukkan dalam buku putih dan wajib untuk dikredensial. 

(3) Staf keperawatan melakukan tindakan med.is yang bersifat delegatif 
berdasarkan Standart OperasionaJ Prosedur (SOP). 

(4) Tindakan medis yang bersifat delegatif, tetapi menjadi tanggung jawab 
tenaga medis yang memberikan delegasi. 

BAB XXVI 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 153 

Staf Medis rurnah sakit yang berstatus sebagai organik maupun mitra, yang 
melakukan pelanggaran terhadap ketenti..1an yang dimaksud dalam Pasal 114, 
Pasal 115, Pasal 116. 

Pasal 154 

Sanksi administrasi sebagaimana ctimaksud dalam Pasal 153 berupa: 

a. teguran lisan atau tertulis; 

b. penghentian praktik untuk sementara waktu; 

c. pemberhentian dengan tidak hormat bagi staf Medis organik; atau 

d. pemutusan perjanjian kerja bagi staf Medis mitra yang masih berada dalam 
masa kontrak. 



BAB XXVll 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 155 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Tema,nggung 
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan In ternal Rumah Sakit ( Hospital By 
Laws ) RSUD Kabupaten Temanggung dicabuc dan d inyatakan tidak berlaku. 

Pasal 156 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pad.a tanggal ditetapkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengunda.ngan Peraturan 
Bupati lll1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupa ten 
Temanggung. 

SfKOA 
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